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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan kesehatan merupakan hak mutlak setiap individu dan selayaknya 

merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua jajaran profesi 

kesehatan maupun para pemegang kebijakan. Pertumbuhan penduduk di negara 

berkembang termasuk Indonesia, seringkali tidak disertai dengan peningkatan 

pelayanan kesehatan yang memadai sehingga merupakan penyebab potensial 

terjadinya masalah kesehatan, seperti meningkatnya morbiditas dan mortalitas 

berbagai penyakit serta permasalahan kesehatan lainnya. Dalam kondisi ini, selain 

akses terhadap fasilitas kesehatan, hal penting yang harus dipersiap adalah kualitas 

sumber daya tenaga kesehatan dimana peningkatan kualitas tersebut harus didukung 

dengan peningkatan kualitas pendidikan di bidang kesehatan.  

Kualitas pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh sistem dan tenaga 

pelayanan kesehatan. Ketenagaan pelayanan kesehatan seringkali menghadapi 

kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan 

karir, dan kesejahteraan tenaga pelaksana pelayanan. Permasalahan yang muncul 

dalam tataran mikro operasional memunculkan persepsi rendahnya kualitas 

pelayanan kesehatan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan standar yang 

ada dengan pelaksanaan pelayanan yang tidak dapat menerapkannya. Pemahaman 

terhadap keadaan nyata yang dihadapi di lapangan sangat penting untuk menelaah 

kembali landasan kebijakan, aturan, dan standar untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan di bidang kesehatan (Bappenas, 2005).  

Dalam sub sistem SDM kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur utama 

yang mendukung subsistem kesehatan lainnya. Yang dimaksud dengan tenaga 

kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang 

kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan 

upaya kesehatan. Sub-sistem SDM kesehatan bertujuan pada tersedianya tenaga 

kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta 

termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdayaguna, untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes, 2004).  

Adanya globalisasi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju menuntut Perguruan Tinggi bidang kesehatan menyiapkan 

sumber daya yang berkualitas tinggi untuk menghadapi persaingan global. Tenaga 

kesehatan saat ini diharapkan memiliki kompetensi yang mampu menjawab 

tantangan baik nasional, regional maupun global berupa pergeseran kebijakan SPM-
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PT dari Dirjen Dikti, berbagai pergeseran kebijakan pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan dan bidang kesehatan, serta implementasi pencanangan global dan 

regional seperti MDGs yang sudah berakhir di th 2015, patient safety practice, 

roadmap ASEAN Community 2011-2015 dan 2015-2019, dan proyek multinasional 

seperti proyek HPEQ (Health Professional Education Quality) yang fokus pada 

penataan sistem pendidikan tinggi bidang kesehatan (Dirjen Dikti, 2011), SDGs th 

2015 sd 2030. Untuk menjamin tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang 

kompeten dan berkualitas dalam bidangnya serta memiliki daya saing tinggi maka 

diperlukan adanya suatu sistem penjaminan mutu bagi penyelenggaraan perguruan 

tinggi di bidang kesehatan.  

Sejalan dengan tuntutan tenaga pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah 

Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sistem penjaminan mutu 

perguruan tinggi, yang tentunya berimplikasi penting bagi penjaminan mutu institusi 

pendidikan di bidang kesehatan. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan 

pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan tinggi secara konsisten dan 

perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi Perguruan tinggi dapat tercapai serta 

stakeholders memperoleh kepuasan (Dirjen Dikti, 2010).  

Penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia secara formal baru dimulai 

tahun 2003 yaitu ketika munculnya pedoman penjaminan mutu perguruan tinggi 

yang diterbitkan oleh Dikti Depdiknas, namun sesungguhnya gerakan penjaminan 

mutu telah ada jauh sebelum itu. Salah satu faktor yang signifikan mendorong 

adanya gerakan penjaminan mutu di lingkungan perguruan tinggi adalah 

ditetapkannya HELTS 2003-2010 yang berharap besar untuk pendidikan tinggi 

nasional dapat menyumbang bagi peningkatan kemampuan kompetisi bangsa serta 

terwujudnya organisasi perguruan tinggi yang sehat (Dirjen Dikti, 2003).  

Pada implementasinya terdapat beberapa kebijakan Pemerintah dalam 

Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), antara lain, 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) 

2. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) 

3. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Tentang Standart Nasional Pendidikan 

Tinggi 

4. Permenristekdikti No32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Progam Studi dan 

Perguruan Tinggi 

5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016  Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 

muncul Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 yang mengatur tentang Sistem 
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Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan demikian Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi sudah disempurnakan dari waktu ke waktu. Dan tentunya akan 

lebih sempurna. 

Untuk mendukung Permen tersebut telah dilakukan sosialisasi, workshop, 

bimbingan, buku tentang SPMI Perguruan Tinggi yang bertujuan menginspirasi 

Perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan.  

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 

seluruh perguruan tinggi. Secara internal penjaminan mutu ini biasa dilakukan oleh 

suatu badan atau unit satuan yang berkedudukan di bawah pimpinan Perguruan 

tinggi atau pimpinan pogram studi, terintegrasi ke dalam manajemen perguruan 

tinggi atau pengorganisasian pelaksanaannya kombinasi keduanya. Untuk melihat 

mutu suatu Perguruan tinggi, setiap tahun Dirjen Dikti mewajibkan seluruh 

Perguruan tinggi mengisi Laporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi 

Diri (EPSBED). Hasil EPSBED ini dapat dilihat secara langsung oleh stakeholder 

sehingga mereka dapat melihat sendiri kualitas suatu Perguruan tinggi.  

Penjaminan mutu yang lahir atas prakarsa sendiri yang didasarkan atas 

kebutuhan dan keinginan institusi untuk terus meningkatkan mutu berkelanjutan, 

akan membentuk Perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas. Setiap Perguruan 

tinggi diharapkan bersikap responsif terhadap kebutuhan stakeholders dan mampu 

membudayakan penjaminan mutu internal dan meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan sebagaimana dicirikan 

oleh institusi perguruan tinggi yang berkualitas (Sutomo, 2012).  

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa penyelenggarakan 

pendidikan tinggi di Perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah 

tinggi, akademi dan politeknik. Universitas merupakan perguruan tinggi yang 

mempelajari bermacam-macam bidang keahlian yang terdiri dari macam-macam 

fakultas dan jurusan. Institut merupakan perguruan tinggi yang mempelajari satu 

bidang keahlian saja, tetapi dalam beberapa jurusan fakultas. Sekolah Tinggi adalah 

perguruan tinggi yang mempelajari satu bidang keahlian dan tidak mempunyai 

fakultas atau jurusan-jurusan. Akademi adalah perguruan tinggi yang mempelajari 

khusus satu bidang keahlian. Politeknik adalah sekolah yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi tertentu yang mempelajari satu bidang keahlian siap pakai sesuai 

kebutuhan lapangan kerja.  

Bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang kesehatan diantaranya 

adalah berbentuk Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi. Sekolah Tinggi bidang 

kesehatan adalah lembaga Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik, vokasi, dan pendidikan profesi bidang kesehatan, seperti Keperawatan, 

Kebidanan, Farmasi, Ners, dan sebagainya. Provinsi DIY mempunyai 8 Sekolah 
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Tinggi bidang kesehatan. Akademi bidang kesehatan adalah lembaga Perguruan 

tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu program studi atau 

sebagian cabang ilmu kesehatan, misalnya Akademi Kebidanan, Akademi 

Keperawatan, Akademi Kesehatan, Akademi Analis Kesehatan, dsb, di Provinsi 

DIY semuanya berjumlah 12 Akademi bidang kesehatan. Masih ada yang berbentuk 

Politeknik sejumlah 2 politeknik bidang kesehatan. Tabel 1.1 memperlihatkan jenis-

jenis dan jumlah Perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Perguruan Tinggi di Provinsi DIY Berdasarkan Jenis 

Jenis Perguruan Tinggi Jumlah 

Universitas 21 

Institut 4 

Sekolah Tinggi 33 

Akademi 39 

Politeknik 6 

IKIP 1 

Jumlah 104 

Sumber: Data Kopertis Wilayah 5 DIY (2017) 

 

Provinsi DIY termasuk salah satu barometer pendidikan di Indonesia, selain 

Kota Bandung dan Jakarta. Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, selain terdapat 

Perguruan tinggi ternama seperti UGM, UNY, dan UII, ternyata juga menjadi 

incaran swasta untuk mendirikan Sekolah Tinggi atau Akademi di bidang kesehatan. 

Hingga tahun 2017 saat ini tercatat ada 33 Sekolah Tinggi dan 39 Akademi di 

Provinsi DIY, diantaranya terdapat 8 Sekolah Tinggi dan 12 Akademi di bidang 

kesehatan. 

Permasalahan yang timbul dari banyaknya institusi pendidikan tenaga 

kesehatan adalah sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan akreditasi yang ada, 

dimana dalam pelaksanaanya terdapat dualisme. Selain dipengaruhi kebijakan SPM-

PT dari Kemenristekdikti, berbagai pergeseran kebijakan pemerintah di bidang 

ketenagakerjaan dan bidang kesehatan juga turut mempengaruhi penjaminan mutu di 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan. Selain itu, adanya implementasi 

pencanangan glogal dan regional seperti SDGs, roadmap ASEAN Community 2011-

2015 dan 2015-2019, dan proyek multinasional seperti proyek HPEQ (Health 

Professional Education Quality) yang fokus pada penataan sistem pendidikan tinggi 

bidang kesehatan yang dampaknya terlihat dalam kebijakan SPMI di masing-masing 



5 

 

 

 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan. Hal ini merupakan indikator belum 

terbentuknya sistem penjaminan mutu yang baik dan terarah dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi bidang kesehatan yang ada. 

Agar dapat dikatakan sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan bermartabat, 

Sekolah Tinggi dan Akademi di bidang kesehatan wajib melaksanakan penjaminan 

mutu. Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Sekolah Tinggi dan Akademi bidang 

kesehatan akan memberikan pengaruh besar bagi kemampuan mereka terutama 

dalam bidang pengelolaan lembaga serta untuk menjamin efektifitas 

penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi agar stakeholder memperoleh 

kepuasan.  

Hasil-hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sejumlah sistem 

penjaminan mutu di Perguruan tinggi awalnya dikembangkan untuk industri. Secara 

internasional, model penjaminan mutu industri yang sering ditarik atas penjaminan 

mutu Perguruan tinggi adalah Total Quality Management (TQM) (Motwani dan 

Kumar, 1997; Cruickshank, 2003; Seeman dan O‟Hara, 2006; Thakkar et al, 2006; 

Hendrawaty, 2006), EFQM Excellence Model (Calvo-Mora et al, 2006; Tari, 2006; 

Hides, et al, 2004), Balanced Scorecard (Chen dan Shiau, 2006; Cullen et al, 2003), 

Malcolm Baldridge Award (Arif dan Smiley, 2004), ISO 9000 Series (Sohail et al, 

2003; Lestari, 2012; Kurniady, 2008; Utami dan Basista, 2011; Vouzas, 2011), 

Business Process Reengineering (Sohail, et al, 2006; Welsh dan Dey (2002) dan 

Modified SERVQUAL (Markovic, 2006; Abdullah, 2006).  

Model-model yang dikembangkan untuk penjaminan mutu Perguruan tinggi 

di berbagai negara awalnya meniru TQM dan berkonsentrasi pada pengembangan 

proses yang sistematis yang diperlukan untuk mencapai perbaikan mutu Pendidikan 

tinggi yang terukur. Misalnya, balanced scorecard membutuhkan identifikasi 

indikator yang sesuai kinerja dan European Framework for Quality Model (EFQM), 

performance enablers dan hasil. Satu pengecualian adalah SERVQUAL, model yang 

berfokus pada penilaian mutu dari perspektif konsumen.  

Model-model penjaminan mutu Perguruan tinggi di atas telah diuji dan telah 

diidentifikasi baik keunggulan dan keterbatasan dalam aplikasi mereka untuk 

Perguruan tinggi. Manfaat utama dari semua model diidentifikasi menjadi kebutuhan 

bagi lembaga Pendidikan tinggi untuk mengadopsi pendekatan strategis untuk 

pengukuran mutu (lihat misalnya, Roberts dan Tennant, 2003). Namun, ada manfaat 

nyata yang terkait dengan model tertentu untuk pemangku kepentingan Perguruan 

tinggi yang berbeda. Misalnya, model TQM berhubungan dengan perbaikan dalam 

layanan pelanggan dan moral fakultas, balanced scorecard dilaporkan meningkatkan 

penganggaran, alokasi sumber daya dan sistem reward dan ISO 9000 telah 

menyebabkan perbaikan dalam kondisi kerja antar-departemen dan pendaftaran 
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mahasiswa. Model ini juga menggabungkan perspektif mahasiswa sebagai 

pelanggan, isu yang berkembang penting dalam lingkungan yang semakin 

kompetitif. Manfaat akhir adalah bahwa semua model memfasilitasi identifikasi 

prioritas dalam upaya peningkatan mutu Perguruan tinggi.  

Namun, keunggulan-keunggulan untuk masing-masing model tersebut harus 

berdamai dengan sejumlah keterbatasan terutama terkait dengan dilema menerapkan 

model bisnis dalam konteks Perguruan tinggi. Misalnya, struktur birokrasi dalam 

Perguruan tinggi dan kurangnya kepemimpinan yang efektif dilaporkan merusak 

penerapan model (Cruickshank, 2003; Mizikaci, 2006). Efektivitas model, 

khususnya model TQM, juga bergantung terutama pada pendekatan berbasis tim 

yang membuktikan peran otonom tradisional akademisi (Srikanthan dan Dalrymple, 

2004). Ada juga perdebatan lanjutan tentang peran mahasiswa sebagai pelanggan 

atau co-produser dalam sistem pendidikan tinggi (Motwani dan Kumar, 1997; Tam 

2002) dan ini memiliki dampak pada pengukuran dan manajemen mutu di Perguruan 

tinggi bila menggunakan model-model industri maju. Selain itu, ada kesulitan dalam 

mengukur output Pendidikan tinggi untuk tujuan penilaian diri. Ketika menilai 

output, model dilaporkan memiliki penerapan yang jauh lebih besar dalam 

mengukur fungsi-fungsi administratif atau layanan dalam Pendidikan tinggi daripada 

mutu penelitian atau pengajaran dan pembelajaran (Aly dan Akpovi, 2001; 

Cruickshank, 2003; Srikanthan dan Dalrymple, 2004). Karena produk mendasar 

pendidikan tinggi pada dasarnya adalah pembelajaran mahasiswa, ini akan muncul 

menjadi kelemahan utama.  

Mengingat keterbatasan ini, ada kekhawatiran bahwa penjaminan mutu 

perguruan tinggi perlu fokus pada pengalaman belajar mahasiswa, terutama 

mengingat kekuatan lingkungan saat ini seperti meningkatnya persaingan, 

akuntabilitas dan pemangku kepentingan harapan internasional, berdampak 

padamutu pendidikan tinggi. Dalam menanggapi masalah ini, telah terjadi 

peningkatan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan model penjaminan mutu 

khusus untuk Perguruan tinggi. Akademisi di berbagai belahan dunia telah berusaha 

untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mencerminkan karakteristik 

unik dari Perguruan tinggi dan pentingnya pengalaman belajar mahasiswa. 

Model/sistem penjaminan mutu tersebut dirangkum dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1.2 Model/Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Berbagai Dunia 

Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi 

Model untuk Manajemen 

Mutu Pendidikan Tinggi 

 Srikanthan dan Dalrymple (2004), Australia 

 Magutu et al (2010), Kenya 
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Model/Sistem Spesifik Penulis (Tahun), Lokasi 

Excellence Model Pires da Rosa, et al (2003), Portugal 

Academic Award Model Badri dan Abdulla (2004), UAE 

Model to Assess Qualityof 

Student Experience and 

LearningO utcomes 

Tam (2006), HongKong 

Multi-models of Quality in 

Education 

Cheng dan Tam (1997), Hong Kong 

Performance Measures for 

Academic Departments 

Al-Turki dan Duffuaa (2003), Saudi Arabia 

Internal Audit  Reid dan Ashelby(2002), UK;  

 Becket dan Brookes (2006), UK 

Quality Dimensions 

Framework 

Owalia dan Aspinwall(1996), UK 

Programme Evaluation 

Model 

Mizikaci (2006), Romania 

Quality Management 

Framework 

Grant, et al (2004); Widrick et al (2002), USA 

Subject Quality Assurance 

System 

 Martens dan Prosser (1998), Australia 

 Mavil (2013), EU dan Amerika Latin 

 Nguyen (2012), Vietnam 

 Waghmare et al (2014), India 

 Belawati dan Zuhairi (2007), Indonesia 

ISO – Based TQM Model Borahan dan Ziarati (2002), Turkey 

5 Phase TQM 

Implementation Model 

Motwani dan Kumar (1997), USA 

SPM-PT Versi Dikti 

(Indonesia) 

 Lestari (2012), Indonesia 

 Rosa (2011), Indonesia 

 Asbeni, Tohardi dan Rusdiono (2013), Indonesia 

 Haris (2013), Indonesia 

 Supriyanto (2008), Indonesia 

 Sutomo (2012), Indonesia 

 

Sebagian besar model dan sistem penjaminan mutu yang disajikan pada tabel 

di atas masih meminjam dari aplikasi industri. Namun ada pengecualian, adalah 

model yang dikembangkan oleh Srikanthan dan Dalrymple (2004) dan SPM-PT dari 
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Dikti (2010) yang hanya fokus dikembangkan pada lingkungan pendidikan tingi, 

bukan berdasarkan literatur manajerial. Fokus utama dari model yang diusulkan oleh 

Srikanthan dan Dalrymple (2004) adalah bahwa pengalaman belajar mahasiswa 

berada di pusat manajemen mutu. Sementara model lainnya juga mengakui 

pentingnya pengalaman mahasiswa dalam program manajemen mutu pembelajaran, 

beberapa mencakup berbagai kriteria kualitas lainnya. Misalnya, model Tam (2006) 

meliputi aspek kognitif dan non-kognitif belajar mahasiswa serta kepuasan mereka 

dengan lingkungan Perguruan. Model TQM berbasis ISO dari Borahan dan Ziarati 

(2002) mengacu pada praktek penjaminan mutu Perguruan tinggi di AS dan Inggris 

dan mencakup pengajaran dan mutu pembelajaran serta pengelolaan penjaminan 

mutu dan prosedur peningkatan. Model ini karena berpotensi lebih relevan dengan 

fungsi utama mengajar dan belajar dalam periode tertentu. Selanjutnya, penekanan 

ditempatkan pada peningkatan belajar mengajar secara terus-menerus dalam 

lingkungan Pendidikan tinggi yang dinamis.  

Dalam konteks Indonesia, model SPM-PT dikembangkan untuk penjaminan 

mutu Perguruan tinggi, baik secara internal maupun eksternal. Proses SPM-PT versi 

Dikti dimulai dengan penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan 

Perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan 

misi Perguruan tinggi dapat tercapai serta stakeholder memperoleh kepuasan (Ditjen 

Dikti, 2010). SPM-PT Versi Dikti memiliki keunggulan lebih efisien dan sederhana 

perangkat dan mekanismenya karena diformulasikan secara khusus untuk 

penjaminan mutu perguruan tinggi. Namun juga ada keterbatasan yakni belum 

tersedianya model kebijakan SPM-PT yang spesifik dan koprehensif pada 

Pendiidkan tinggi yang sinergis dengan penjaminan mutu secara regional dan global, 

khususnya perubahan politik di bidang kesehatan yang berimplikasi pada 

penyelenggaran pendidikan tinggi bidang kesehatan seperti pada Sekolah Tinggi dan 

Akademi bidang kesehatan.  

Berdasarkan kelebihan dan keterbatasan pada celah penelitian di atas, maka 

penelitian untuk menemukan model Kebijakan SPMI dalam lingkungan Sekolah 

Tinggi dan Akademi bidang kesehatan menjadi cukup strategis untuk dikaji 

mengingat dari berbagai model kebijakan penjaminan mutu Perguruan tinggi yang 

kini berkembang belum ada yang memposisikan kebijakan penjaminan mutu 

internal yang spesifik namun komprehensif yang berdimensi pendidikan kesehatan. 

Bagi Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan kebijakan SPMI adalah sangat 

penting sebagai tool untuk integrasi dan perbaikan mutu perguruan tinggi secara 

berkelanjutan, juga SPMI adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam domain 

kebijakan publik, sebagaimana tercermin dalam bentuk-bentuk implementasi yang 
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berbeda yang yang dampaknya dapat diidentifkasi dalam tindakan yang diambil oleh 

masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan.  

Upaya peningkatan mutu melalui SPMI perlu terus menerus dilakukan. 

Namun tidak semua Sekolah Tinggi dan Akademi di bidang kesehatan di Provinsi 

DIY memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan SPMI di lembaganya. Sekolah 

Tinggi dan Akademi di bidang kesehatan yang sudah melaksanakan dan membentuk 

suatu unit SPMI di Provinsi DIY masih terbatas. Kalaupun memiliki unit khusus 

untuk melakukan penjaminan mutu secara internal, seringkali unit tersebut belum 

maksimal dalam melakukan kegiatan penjaminan mutu.  

Beberapa alasan mengapa Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan 

harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan SPMI sehingga harus 

mengagendakannya sebagai hal yang harus dikerjakan segera dan diupayakan secara 

terus menerus, yaitu antara lain: 

1. Perhatian yang semakin meluas tentang besarnya dana masyarakat yang 

terserap dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, alokasi yang seharusnya 

untuk sektor lain oleh masyarakat direlakan untuk pendukung penyelenggaraan 

pendidikan.  

2. Perhatian terfokus pada kompetisi tenaga kesehatan di masa depan dan 

karenanya dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang berkualitas dan 

mempunyai kompetensi tinggi.  

3. Masalah pemantauan input-proses dan output pendidikan tinggi dalam sistem 

manajemen yang semakin inovatif dan yang semakin cepat tidak boleh 

terhambat oleh menyusutnya sumber-sumber daya baik manusia maupun 

sumber daya alam.  

4. Adanya gerakan internasionalisasi perguruan tinggi yang semakin kuat dalam 

penerapan standar penilaian dan pengukuran untuk kemampuan dasar maupun 

kesamaan kualifikasi akademik profesi khususnya bagilulusannya dengan 

menggunakan standar internasional dan yang diakui dunia. Munculnya 

pemberian peringkat perguruan tinggi oleh dunia internasional menunjukan 

bahwa mutu semakin diprioritaskan.  

5. Adanya komitmen beberapa negara untuk mengembangkan layanan publik 

yang lebih efisien, lebih tanggap sesuai dengan kebutuhan konsumen (G. C. 

Mondie. 1988: 5-13).  

6. Adanya dampak regional dan global yang sangat kuat pada penyelenggaraan 

pendidikan tinggi bidang kesehatan sehingga yang berorientasi global menjadi 

wajib, mencapai mutu tinggi dapat dicapai dengan mendapatkan akreditasi dari 

lembaga lokal (LAM PT-Kes) dan lembaga internasional seperti Dewan 

Akreditasi Pendidikan Tinggi (CHEA), Konsorsium Eropa untuk Akreditasi 
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(ECA) dan Global Alliance for Transnational Education (GATE). Dalam 

konteks ini, jaminan mutu pendidikan tinggi kesehatan harus benar-benar 

berorientasi global dan terfokus pada klien (Haris, 2013).  

Kemajemukan kebijakan SPMI dalam lingkungan Sekolah Tinggi dan 

Akademi bidang kesehatan ini sangat wajar sebab ada perguruan tinggi yang masih 

memusatkan diri dalam pembenahan fisik, ada pula yang sudah mengembangkan 

diri pada tahapan aktualisasi diri dengan lebih melebarkan program unggulan. 

Keragaman pelaksanaan kebijakan SPMI untuk Sekolah Tinggi dan Akademi bidang 

kesehatan lebih menampakkan variasi dibanding pada perguruan tinggi jenis lainnya 

sebab disamping keragaman kondisi mutu Perguruan tinggi juga kesadaran atas 

mutu dari masing-masing pimpinan lembaga pemiliknya juga berbeda-beda. Di 

samping itu juga, karena model penjaminan mutu internal banyak jenisnya dengan 

sendirinya Perguruan tinggi bisa memilih mana yang dianggap sesuai dengan 

keadaan dan kemampuan Perguruan tinggi setempat. Adanya otonomi perguruan 

tinggi turut juga menyebabkan model penjaminan mutu internal yang dianut menjadi 

berbeda satu dengan lainnya. 

Demikian halnya pengawasan pengendalian mutu perlu dibenahi mengingat 

terindikasi belum berjalan dengan optimal Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-masing 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY dipastikan tidak 

akan memiliki kesamaan antara satu lembaga dengan lainnya mengingat keunikan 

internal pada masing-masing lembaga dan pihak Kemenristekdikti sendiri memang 

tidak mengharuskan adanya kesatuan mekanisme SPMI. Dalam penelitian ini 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 

di masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi 

DIY? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-masing Sekolah Tinggi dan 

Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY? 

3. Bagaimana model kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 

sesuai untuk Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menemukan model kebijakan SPMI pada Sekolah Tinggi dan Akademi bidang 

kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya tujuan di atas lebih 

dirinci ke dalam tujuan khusus sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh masing-masing Sekolah Tinggi dan 

Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY. 

2. Mengetahui dan menganalisisi faktor pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di masing-masing Sekolah 

Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY. 

3. Menemukan model kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang 

sesuai untuk Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi DIY.  

Penelitian tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta ini, peneliti anggap penting karena dalam lingkungan Sekolah 

Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat 

ini sangat membutuhkan model sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin 

keberlanjutan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI di lingkungan Sekolah Tinggi dan 

Akademi bidang kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 

fungsi yang mendasar bukan hanya menyangkut jaminan kualitas lulusan tetapi juga 

karena tiap-tiap Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta mempunyai misi kelembagaan dari masing-masing pemiliknya 

yang unik yang harus tercermin pada setiap lulusan yang dihasilkan.  

Selain itu penelitian untuk menemukan model Kebijakan SPMI dalam 

lingkungan Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan menjadi cukup strategis 

untuk dikaji mengingat dari berbagai model kebijakan penjaminan mutu Perguruan 

tinggi yang kini berkembang dalam literatur, baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri, belum ada yang membahas kebijakan penjaminan mutu internal yang 

spesifik namun komprehensif yang berdimensi pendidikan kesehatan, dan 

menempatkan kebijakan SPMI dalam domain kebijakan publik. Bagi Sekolah Tinggi 

dan Akademi bidang kesehatan kebijakan SPMI adalah sangat penting sebagai tool 

untuk integrasi dan perbaikan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, juga 

SPMI adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam domain kebijakan publik, karena 

keberadaanya tidak terlepas dari pergesaran politik bidang pendidikan, 

ketenagakerjaan dan kesehatan baik di tingkat nasional, regional dan global, dan 

hasil ini akan tercermin dalam bentuk-bentuk kebijakan SPMI yang berbeda di 

masing-masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis 

sebagai berikut: 

1. Secara konseptual memperkaya teori kebijakan dalam ilmu administrasi 

khususnya tentang kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) 

perguruan tinggi dan lebih khususnya lagi bagi Sekolah Tinggi dan Akademi 

bidang kesehatan.  

2. Dengan ditemukannya model kebijakan SPMI yang spesifik pada lingkungan 

Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan maka dapat diajukan model 

pembinaan mutu yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang 

bersangkutan dan mampu menjamin tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. 

Sedangkan kegunaan secara praktis sebagai berikut: 

1. Memberikan deskripsi mengenai model kebijakan SPMI untuk 

penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di 

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan dasar 

model SPMI untuk selanjutnya dijadikan acuan para penyelenggara perguruan 

tinggi kesehatan dalam upaya peningkatan mutu. 

2. Memberikan masukan kepada yayasan atau dewan pemilik institusi di masing-

masing Sekolah Tinggi dan Akademi bidang kesehatan di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pembinaan dalam kerangka penjaminan 

mutu.


